PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1l DEMAK

PERATURAN ,DAEﬁAH KABUPATEN 'DAERAH TINGKAT |l DEMAK

" noMOR {3 TAHUN 1997

TENTANG
pnnumnam DAERAH APOTIK DI KABUPATEN DAERAH
.3 TINGKAT II DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

‘MOnimbanz : ao bahwa peruschaan Daerah adalch meorupokan salah satu -
sumber Pendapatan Daerah j

bo bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada -
Masyarakat khususnya di bidang ebat ebatan dén porbe-
kalan farmasi, serta Bebagni upaya guna menunjang la-
ju pombanguncn Dacrah di bidang keschatan perlu ada -
nya sarana polayonan kesehatan di widang ebat ebaton-

dan porbekalon medis ;

co bahwa schubungon dengon hal tersebut dipandong porlue=
mondirikan Perusahoan Paorah yang wergerok di bidang-
usaha Apetil

‘ ' d. bahwa untuk maksud terschut perlu diatur dengan pPer -
aturan Daerah o

Mongingat 3 l. Undang undang Nemer 13 Tahum 1950 tentang Pomﬁcntukan'
' ' paerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Prepinsi Ja-
wa Tengoh 3 |
2. Undang undang Nemer 5 Tahun 1962 tentang Perusabaan -
~ Daerah joo Undang undang Nemer 6 Tahun 1969 tentang -
Pornyatuhn tidak werlakunya Worbogal Undang undang -
. dan peraturan Pemerintah pongganti Undang undang

3, Undong undang Nemer 7 Tahun 1963 tentang Farmasi — ~
( Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 1963, Nomozw €1

Tambahan Lerharan MNeara Republik Indonesia Nomor 2970 )
4, Uildang 000000000060

i



k. Undong undong Nemer 5 Tahun 1974 tentang Pokek pekek Pene

rintahan di pgerah ( Lembaran Negara Republik Indenesia -
Rahun 1974 Nemor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik =
Indenesia Nemer 3037 ) ;

50 Undang undang Nemer 23 Tabun 1992 tentang Kesehaton ( Lem
baran Negara Republik Indencsia Tahun 1992 Nemer 100 , =~
Tambahan Lembaran Nogara Republik Indencsia Nemer 3495 )i

6o Peraturan Pemerintah Nemer 26 Tahun 1965 tentang Apetik -
jeo Peraturan Pemerintah Nemer 25 Tahun 1980 tentang Per-
ubahan Peraturan Pemerintoch Nemer 26 Tahun 1965 tentang -
Apetik § Lembaran Negera Republik Indenesia Tahun 1480 Ne
mer 40 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indencsia Ne-
mer 3169 ) 3

7. Peraturan Pemerintaoh Nemer 16 Tahun 1976 tontang Perluas-
. an Ketomadia Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara
Republik Indenaesia Tahun 1976 Nemer 25, Tambahan Lembaran

Negara Ropublik Indencsic Nemexr 3079 ) ;

ﬁ 8. Poraturan Mentéri Dalam Negeri Nemer 1 Tahun 1984 tentang
* Tatacara Pembinaan don Pengowasan Perusahaan Daerah

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nemer 224/Menkes/S8K/IV/1990 -
tentang Ketentuan dan Tatacara Pomberian Ijin Apetik i

10, Keputusan Menteri Dolam Negeri tanggal 7 Okteber 1981 No= .
mer 536 8 666 tentang Petunjuk Poluksanaan Pengangkatam =
dan Pombg?hontian Anggota Direksi dan Badan pengawas Pe =
russhasn Daerah ;

. 11, pPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Domok Nemer-
mer 6 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daorah -
( Lembaran Daerah Kabupoaten Daerah Tingkat IX Demak Ta =
hun 1990 Nemer 7 ) o

Dengan porsetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Demak o

MEMUTUGSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAﬁRAH TINGKAT II DEMAK TEN-
TANG PERUSAHAAN DAERAH APOTIK DI KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II DEMAK o

BAB I coo00oo00000



BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Pperaturan Daerah ini yang dimaksud dengan

Qe

be

Co

de

fe

ho

i.

ke

le

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Demak ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rak=-
yat Daerah XKabupaten Daersh Tingkat II Demak

Paerah adalah Kabupaten Doerah Tingkat II Demak

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat IT
Demak 3

Perusahaan Daerah Apetik adalah Peruschaan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Demak g ’

oY s » . i
0 , - . - l. . . .

Medal Perusahaan Daerch adalah medal, baik seluruhnya ataue-
sebagion yang terdiri dari kekayaman Doerah yang dipisah =

kan i

Kekayacan Daerzh eadalah kekayaun Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Demak j

Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Apetik Kakupaten -
Daerah Tingkat II Demak j

Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Apss
tik Kabupaten-Doerah Tingkat II Demak

Karyawan otau Pegawai adalah Karyawan/Pegawail Perusahaon =
Daerch Apetik ;

Apeteker adalah Apeteker pengelola Apetik pada Perusahaan =
Daerah Apetik ;

Perhitungon leba rugi adalah werhitungan yang dipereleh da-

ri neraca Perusahaan Daerah

K2g Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT =
Denak

BAB IT eeecore



/ | BAD II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

Dengon Peraturan Daerch ini perusahaan Daerzh Apetik dibe
ri nama " SARI HUSADA " o

Poszl 3
(1) pPerusahaan Daerch Apetik berkedudukan di Ibuketa Kabupa-
ten pDaerah Pingkat II Demak o

(2) perusahaan Dasrch Apetik sebagaimana dimaksud ayat (1) -
. pagal ini dapot mendivikem Apetik apetik di dalom wila -
yoh Kabupaten Dasrah Tingkat II Demak sesual dengoan ke =

butuhan o

BADB I1III
TUJUAN DAN BIDANG USAHA
pasal &
perusahaon DPaerch Apetik didirikan dengan tujuon
untuk 3
a. meningkatkan Pendapatan Asli paeralh gendiri j

: bo berperan serta melaksanzkan pembangunan Daerah di bi =
‘ dang penyedioaon ebat ebatan don perbekalaon farmasl guna
melayani kebutuhan masyarokat o

pasal 5

tntuk mencapai tujuan sebugaimana dimaksud Pasal 4 pPor -
aturan paerah ini, Perusahaan Pearch Apotik berusaha di Bbi -

dang pengelelaan Apotik 3

ao. pembuatan, pengelelaan, poracikau, pengubahan bentuky pen
compuran, penyimpanan dan penyerahan ebat atau baohan -
ebat

bo PENEAEAAN coco0o0o0oos



/ bo pengadaan, penyimpanan, penyuluhan éan penyerchan perbe -
- kalan farmosi lainnga ;

co pelayanan farmasi mengenai perbekalan farmasi o

BAD IV
.00 &L

posal 6

(1) Med2l pertama. Peruschaan ditetopkon smebaesar -
Rp 9¢./9000,000,00 ( sembilan juta sembilan ratus ribu -
rupiah ) , yang merupakan kekayaan pPemerintah Dasrch «
‘ yang dipisahkan o '
(2) Modal tersebut ayat (1) pasal ini dopat ditanbkals dengan
persetujuan psvan perwvaliilan Rakyat Daerah o

"_Pasal 7

(1) Peruschaan Daerah mempunyal cadangan umum yong diben «
tuk dan dibina sebagnimona tersebut dalam Pasal 7 -
ayat (2) peraturan Daerzh Kabupaten Dasrah Tingkat IT
Demak Nemer 6 Tohun 1950 tentang Pendirian Perusahaane
Daerah o

(2) Peaggunaan Cadangan ymum, apobila telah tercapai tujuw-

’ anoya dapat dinlihkon kepada penggunacn laiu lengan
Keputusaon Bupzti Kepala Doeral o

(3) setiap cadangon yang dindakon eleh Perusahoon harus =
jelas don nyata dalam naraca parusahasn o

BAB V
DIREKSI
pasal 8_
(1) Perusahaan Daerah Apetik dipimpin eleh pireksi yang =

terdiri atas seerang Direktur ytama dengoen dibantu -
eleh sebanyck banyaknya 2 (dua) erang Direksi , satiue

diantorany oaoocececo



(2)

(1)

(2)

(&3]

(2)

(3)

(1)

diontaranya adalah spoteker yang bertanggung jawab e

atas bidangnyo masing masing o

pireksi bertanggung jowab kepada gupati Kepala Dosrak-

melzalul Badan Pengawas o

Pasal 9

Anggeta Direksi adaloh warga Negara Ingdonesia yoang =
diangkat dan dibverhentikan eluh Bupati Kepala Daeraho

Maga jaobatan pireksi & ( emput ) tohun dan satolah na
sa jabatan berakhir dapot diongkat kembali o

pasal 10

Mcosing mesing anggeta pireksi dengan cnggota Badan Pe
ngawas @orta antarp apggeta Direksi dengan anggeta «
3oden Pengavas tidak beleh ada hubungom keluarga Some
pal derajat ketiga, Wboik menurut garis lurus woupun -
garis ke samping termasuk menontu dan ipary kecuali -
jika untulk kepentingan peruschaan mendapotkan ijin =
gertulis dari Bupati Kepala Daerah o

Anggeta Direksi dilarang mempunyal kepentingan priba-
di baik langspng maupun tidak longsung pada perusahas-
an yang berusaha dalam kegiatan yang bertujuan menca=
ri laba o

Anggeta Direksi tidak beloh wmerangkap jobatan loin .
/

pasal 11

Anggeta Direksi berhenti atau dopat éiberhentikan =

oleh Bupati Kepala paerch meskipun masa jabatannya k3

lum berakhir korena 2

a0 meninggal dunia

bo pormintasn sendivi j

¢. melokukan seswatu ataw yang bersifat merugikon pu-
rusghaan atou bertentangan dengon kepentingan No -

gara 3

do pesuatl scevevosee



(2)

(L

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

do sesuatu yong nengalkibatkan tidak dapat meloksona -
Een tugasnya sscora wajar 3

oo mendapat tugas lain dari pupati Kepala Daerch o

Khusus dolom Hal diduga terdapat tindaokan dalam (1) =

huruf ¢ pasck ini, Anggeta pireksi yong bersangkutune

dapat dibsrhentikon untulk sementara dari keanggstoan-

atas pertimbangen Dadaun Pengowas o

pasal 12
Direksi mewakili porusahaan ¢i dalom dan &3 luer Pe -
ngadilan o
pireksi dapat menyerchlan kekunsaan mewakili tersebut
dolam myst (1) Pasal ini kepada seseerang/bebsropa
erang karyoawan peruschaan baik sendiri moupun berscaa
soma kepada erang/Badon loin éengan persetujuai Bupd-

ti Kepala Dasral o

Pasal 13
pireksi melaksanakan kebijoksanaan peruschaan sehoari-
hori sesuai dengen kebijakscnoan umunll o

pireksi berkewajiban momimpin, mengurus don mengavoel

kekaymon perusabaan e

Tata tertib don cora menjalankan pekerjoan daloam peru
sahagn @iatur dalanm suotu peraturan yang ditetopkan -
oleh Direksi o

pasal  1h
pireksi memerlukan persetujuan dan atau pemberion -
kuasa dari Bupati Kepala Daerah dolam hal 3

ao. mengadakan perjonjion yang berlaku untuk Jopgka -
woktu lebih dari 1 (satu) tahun g

bo mempervlel, memindahtangankan atou menporoleh ben
da tidok bergerak untuk menanggung hutang

Co mnmpar},‘(&m cceeeec0V



c. memperluas perusahaan atan menambah bagian baru untuk
ménjalankan produksi baru atau mengadakan investasi -
~baru 3.

d. mengadakan pinjaman, mengelwkan obligasi pemrertaan
_ nodal dan menga.dakan mestasi baru ;

» mengadakan tindakan tindakan lain yang dipnndmg porln
adanya persetujuan atau pengesahan Bupati Kepala Das -~
rah * -

(2) Persetujuan dan atan pemberian kuasa sebagaimana tersebut

dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Bupati Kepala -
Daerah .

Pasal 15

Direksi mengusulkan kepada Bupati Kepala Dasrah melalui -
Badan Pengawas mengenai kaitan kekayaan perusahaan yang tidak
dipergunakan / bermanfaat lagi untuk dihapuskan / dijual

BAB VI
BADAN PENGAWAS
Pasal 16

(1) Direksi berada di bawah pengawasan Bupati Kepala Daerah -
yang sehari harinya dilaksanakan oleh Badan Pengawas pe -
rusahaan Daerah Apotik . '

(2) Badan Pengawas mengadakan pengawasan berdasarkan peruse -
hean Daerah Apotik yang dilaksanakan oleh Direkei .

(3) Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini Ba -
dan Pengawas berkewajiban s

a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Kepala -
Daerah mengenal rencana kerja dan anggaran perusahaan-
serta perubahan / tambahannya den laporan laporan lain
nya dari Direksi serta mengusulkan pengangkatan -

- Direktur Perusahaan Daerah Ap&tik H

b; mengawasi pelaksanaan rencana kerja serta anggaran -
perusahaan dan menyampaikan hasil penilaiannya kepada~
Bupati Kepala Dasrah dengan tembusan Direkei j

Ce mengikuti ssoe



(1)

(2)
(3)

(#)

(1)

(2)

(3)

(&)

ce mengikuti perkembangan kegiotan perusahaan dalom hale
perusahaan menunjukkan gejala kemunduren, segera mela
perkan kepada Bupati Kepala Daerah dengan disertai =
saran mengenai langk&h perbalkan yang harus di' - =
tempuh o

pasal 17

Anggeta Badon Pengawas berjumlah sekurang kurangnya 3 -
(tiga) erang dan sebanyak banyaknya 5 ( lima ) erang =
yang terdiri dari Ketua dan Anggeta Badan Pengawas o

Masoa jabatan Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun o

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pera~-
turan Daerah ini terdiri dari unsur unsur Pejabat Peme -
rintah Daerah/Instonsi lain yong kegiatannya berhubungan
dengan Peruschaan Daerah Apetik .

pupati Kepala Daerch ﬂupaﬁ{mannnauk»sgkretaris;uilgyaq/ndé_
rah sebagai KetuaﬁBédaﬁ“Péﬂéhﬂh&‘.

pasal 18

Bupati Kepala Daerah mengangkat dan momborhoqyikan Ketua~
dan Anggetno Badan Pengawas Peruschaon Daerah Apetik o

Pongangkatan Ketua dan Anggeta Badan Pengawos Peruschaane
Daerah Apetik sebagaimana dimoksud ayat (1) Pasal #ni , =
dilokukan eleh Bupati Kepala Daerch setelah mendapat per-
setujuon prinsip dari Gubernur Kepola Daerah Tingkat I Ja
woa Tengah o

Anggeta Badan Pengawas setelah selesai masa jabatannya se
dapot diangkat kembali dengon tetap nemperhatikan keten -
tuan ketentuan yang berlaku o

Kotua/Anggita Badon Pengawas Peruschaan Daerah Apetik di-
lantik don diambil sumpahnya eleh Bupati Kepala Daerah o

Pasal 19 oo;oooooo
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pasal 19

(1) Anggeta Badan Pengawas peruschaan Daerak Apetik diangkat-

(2)

dari tenage yang mempunyai dedikasi, cakop dan mempunyai-

kemompuan untuk menjalankan kebijoksonaan Bupati Kepala -

Daerch mengenal pemhina&n don pengawasan Perusahaan Dae -

roh sesuai dengan Peraturan perundong undoangan yong ber -
laku o

gyarat syarat untuk menjadi Badan Pengawas adalah sebagol
berikut :

a. Byarat syorat Umum 3

Lo
20
S0

ko

Se

6o

P

warga Negara Indenesia j

wertagwa kepada Tuhan Yang Moha Esa

setia dan taat kepada Negtra dan Pegerintah baik Pe
merintah pusat maupun Peserintah Daexrah 3 _
tidok pernah terlibat balk maupun tidok langsung ke
giatan yang menghianatl Negara Kesatwan Republik -
Indenesia yong bherdasarkan pPancasila don Undang -
undang pasar 1945 soporti G 30 B/PKI atau erganisa~-
si terlarang ;

mempgpnyci rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa-
terutama kepada Pemerintch Daerah i

tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Ppe
ngadilan j

sehat jasmani dan rehani serta berusio tidok lebih-
dari 60 tahun o

bo Byarat syarat khusus 3

1o

20

3o
ko

Mempunyai kepribodian dan sifat sifat kepcmlmpin -
pinan ;

Mempunyai pongetahuan, kecakapan dan pengolaman pe
kerjaan yang cukup ai bidang pongololaan perusa -
haan 4

Berwibawa dan Jujur

pidak dibenarkan memiliki kopentingan yang bertex~-
tongan dengan atau nengganggw kcpontingan perusa -
hasn Daerah j

50 Tidok ococococo



i

5. Tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha
gwasta yang dapat menimbulkan kepentingan secara tidak -
langsung dengan kepentingan Perusahaan paerah

vpasal 20

gemsua pembiayaan dalam rongka pelaksanaan tugas Badan ~
Pengawas dibebankan pada Anggaran Perusahaan o

BAB VII
PEMERIKSAAN DAN FEMBINAAN

pasal 21

(1) Dengan tidok menguraongi hak Instanei Atasan dan Badan -
lain sesuai dengan peraturan perundang undongon yang <=
berlaku berwenong mengadakan yényolidikun dan pemeriksa
an, Bupati Kepala pasrah dapat menunjuk Akuntan untuk -
melakukan pemoriksaan terhadop penjelasan serta porta -

nggungjawaban perusahaan o

(2) Hosil pemeriksoan tersobut ayat (1) Pasal ini disampai-
kan kepada Bupati Kepala Daerah dan Badan Pengawos o

Pasal 22

pejabat Departemen Koschatan dapat mongadakan penguawas-
' dan bimbingan serta memeriksa perusshaan pada jam buka me
ngenai hal hal yang menyangkut tehnis ebat ebatan dan per -

bekalan farmasi o

BABR VIII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

pasal 23

(1) gemua yogawai perusahaan yang dibeboni tugas menyimpan=
nang. pembayaron atau penyefahan surat surat berhargd =
milik perusahaan yang disimpan di dolam gedung atau tem
pat penyimpanan yang khusus don semata mata digunakan =
untuk keperluan itu, diwajibkon pemeprtanggungjavubkan =

tugasnya kepada Badan pengawas o

(2) ‘B'.mnva o.o.ooo_o'



(2)

(3)

(#)

(1)

(2)

12

Semua pegawal perusahaan termasuk anggeta Direksi yang -
tidek dibebani tugos penyimpanan uang, surat surat ber -
harga dan barang_barang #orsodiaan yang karena tindakan

melawan hukum dan melalaikan tugos dan kewajibannya, =
langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian-
bagl perusahaan diwajiskan mengganti kerugian dimcksud o

Ketentuan ketentuan tontdng tuntutan ganti rugi tefhadap
Pegawai Negeri Daerah berlaku sopenuhnya terhadap pega -
wal perusahaan ¢ dan dilokukan menurut ketentuan yang di
tetapkan bagi Bendabarawan o

BAB IX
KEPEGAWATIAN
pasal 24
Kedudukan hukum, pensiun, gaji don penghasilaon lain =
lain dari pireksi dan pegawai/Karyawan Perusahaan Dae -
rah Apetik diatur gurat Keputusan Bupati Kepala Daerah-

dongan memperhatikan Keteontuan ketentuan Pekek Kepega «
waian dan Peraturan Gaji yang berlaku o

Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Karyawon-
Perusahaasn Daerah Apetik menurut Poraturan Kepegawaian-
atas’ persetujuan Bupati Kepala Daerah o

BAB X
TAHGN BUKU, ANGGARAN DAN RENCANA KERJA

Pasal 25

. Tahuh luku;pornsahaaﬁ adalah Tahun Takwin, kecuali di -
tetapkan lain eleh Bupati Kepala Daorah o

(1)

Pasal 26

Direkai wajib mombuat Roncanﬁ Anggaran dan Rencana Kers-
ja untuk setiap Pahun Buku selambat 1ambatnya 3 (tiga)=~
bulan sebelum Tahun Buku yang bersangkutan mulai berla-
kw, sudoh diajukan dan dimintokon persetujuon pupati -
Kepala Daerah melolui lahan Pengawas o

(2) Bupati coooocao

-
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(2) Bupati Kepala Daerah memberikan koputuaaﬁ mengenai penge

(3)

sahan atau penelakannya selambat lambatnya 2 (dua) minggu
seboelum Tahun Anggaran yang bersangkutan o

Apabila Anggaran yang diajukon eleh Direksi belum mendae
patkan persofujuan Bupati Kepala Daerah, sambil monunggu
ditotapkannia Perubahan Anggaran yong dfajukan eleh pi -
reksi diberlokukan Anggaran Tohun lolu sebagai dasar pe
ngeluaran untuk tahun yang sedang berjalan .

BAB XI
LAPORAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAN HASIL USAHA
Pasal 27

Direksi wajib monyampaikon kegiatan perusahaan dan ponge

hitungon laba rugi socara berkala kepada Bupati Kepala Dae ~
rah melalui Badan Pengawas o |

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 28

Direksi menyompaikon perhitungan tahunan yang terdiri da
ri Neraca don Perhitungan Laba Rugi untuk tiap Tahun Bu-
ku sesuai dengan prinsip prinsip Akutansi kepada Bupati-
Kepala Daerch melalui Badan Pengawas selambat lambatnya

3 (tiga) bdulan setelah Tutup Tahun Buku o

Diioksi monyebutkon penilaian dalam penghitungan dimok -
sud ayat (1) Pasal iri, berdasarkan hadil poemerikscon -
Akuntan o '

Penghitungan dimakedu dalam ayat (2) Pasal ini harus men
dopatkan pengesahan Bupati Kepala Daerah setelah diper -
timbangkan eleh Bodan Pengawas o

Penghitungan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini dianggap telah disahkan apabila selambat lambatnya «
3 (tiga) bulan setelah diterima perhitungan eleh Bupati-
Kepala Daerch tidak diajukan keboratan tortulis o

l“ xII 000000000
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BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 29

(1) Cadangan Diam dan atau cadagan Rahasia tidak boleh diadakan .

(2) Penggunan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi pajak,
penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lsain yang wajar -
dalam Perusahaan Daerah Apotik ditetapkan sebagai berikut s
&« Pemerintah Daerah ®0ccseencsse 55 %

b. Cadangan Umum escsesssss 204
0+ Badan Pengawas eesssscees 5 R
d. Dana Pensiun seccsceces T,5 %
e. Jasa Produksi sersccsces 12,5 4

BAB XIII
PENBU B ARAN
Pasal 30
(1) Pembubaran Perusahaan Dasrah Apotik ditetaplca.n dengan Pera -
turan Daerah dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari-
Gubernur Kepala Damrah Tingkat I Jawa Tengah, serta menunjuk -

likwidaturnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Das -
rah .

(2) Bupati Kepala Daerah memberikan pembebasan tanggung jawab ten-
tang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likwidaturnya .

(3) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung :jawab atas
kerugian yang diderita oleh pihak ketiga .«

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
" Pasal 31

Hal hal yang beltim‘diatur dalam Peraturan Daerah ini akan di
atur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai -

pelaksanaannya .

BAB xv ®8600000cc000000e0



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala keten
{tuan yang bertentangan dengan Peraturan Dasrah ini, dinyatakan tidak
berlaku lagi .

Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang
kan .
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam -
Lembaran Dasrah Kabupaten Daa_rah Tingkat II Demak o

‘ | Ditetapkan di D e m a k
_ pads tangzed 27 September 1997

DAERAH TINGKAT II
M AKX

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPA
KABUP DAERAH TINGKAT I




I.

II‘

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DALRAH KABUTATEN DAERAH TINGKAT TI DEMAK

NOMOR 1% TAHUN 1997

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH APOTIK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
DEMAK
PENJELASAN UMUM

Dalam menunjang pembangunan di bidang kesehatan dan meningkatkan pelayan
an kepada masyarakat khususnya di bidang obat obatan dan perbekalan farmasi di -

perlukan adanya Apotik .

Dolam rangka memberikan pelayanan kepada masyakakat di bidang obat obat-
an dan perbekalan farmasi, selama ini Bupati Kepala Daerah telah menerbitksn Su

rat Keputusan yang mencatur keberadaan Apotik " SARI HUSADA ' .

Untuk lebih meningkatkan status hukum dari Apotik tersebut, dipandang -
perlu meningkatkan statusnya sebarai perusahaan daerah berdnsarkan Undans Undang
Nomor 5 Tahun 1962 jo. Undang undang Nomor 6 Tahun 1969 .

Adapun tujuan pendirian perusahaan daerah Apotik ini adalah sebarai beri
kut :

a. berperan serta melaksanakan pembansunan daerah di bidang penyediaan obat obat

an dan perbekalan farmasi guna melayani kebutuhan masyarakat ;

b, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah Sendiri .

Pengan’latar belnkang pemikiran tersebut, seduai dengan Pesal 55 dan

FPasal 59 Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di

Daerah, maka perusahaan daerah Apotik SARI HUSADA tersebut harus diatur denecan

Peraturan Daerah .

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 2 : Cukup jelas .

Pasal 3 ayat (2) ¢ Yang dimaksud adalah Apotik sebagai anak -
perusahaan .

Pasal 4 s,d DPasal 5 s Cukup jelas .

Pasal 6 ayat (1) ¢ Yang dimaksud modal pertama adalah jumlah -

modal yang secara ekonomis dan tehnis dibu-
tuhkan guna mempertahankan eksistensi peru-
sahaan serta kemampuan memperoleh laha da
lam fungsi dan perananannya baik sebagai -~
salah satu sumber pendapatan asli daerah =~
maupun kemampuan untuk berlangsungnya dan -
pengembangannya .

modal ®ess 00000



modal tersebut seluruh nya telah disetor seba

gai modal kerja sebesar Rp, 9.900,000,00 -

( sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah ).
Pasal 6 ayat (2)

Pasal 7 s.d Pasal 28
Pasal 29 ayat (1)
ayat (2)

Cukup jelas .

Cukup jelas .

Cukup jelas .

Loba bersih setelah dikurangi pajak, penyusutan
dan lain lain yang wajar, maka penggunaannya di

atur sebarai berikut : -

as Untuk disetor ke Kas Daerah sebesar 55 % se
bagai pendapatan daerah, yang harus disetor-
kan selambat-lambatnya akhirn tahun anegaran

yang bersangkutan ;

b. Untuk Cadangan Umum sebesar 20 % , yang di -

. pergunakan sebagai permupukan modal perusaha-
an . Apabila pemupukan modal ini telah terca

pai tujuannya ( dirasa cukup ) , maka dapat-

dialihkan penggunaannya dengan Keputusan Bu-

pati Kepala Daerah i
ce. Untuk Anggota Bzadan Pengawas sebesar 5 %

de Untuk dana pensiun sebesar 7,5 % , Dana ini-
dipergunakan untuk pemupukan dana pensiun ba

gi pegawai/karyawan yang pensiun

e. Untuk Jasa rroduksi sebesar 12,5 % yang di -
berikan kepada para pegcwai/karyawan terma -

suk Direksi .

Pasal 30 s.d Pasal 33 : Cukup jelas .




